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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Lubuklinggau dimana Kantor Ketahanan
Pangan menjadi sentral penelitian kebijakan P2KP. Peneliti juga mengamati dan
meneliti  kelurahan yang menerima manfaat dari  kebijakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya-Lokal. Kelurahan
yang menjadi sampel penelitian di Kota Lubuklinggau vaitu kelurahan Eka
Marga, kelurahan Marga Mulya, kelurahan Kayu Ara, kelurahan Petanang.

Menurut data BPS tahun 2013 Kota ‘Lubuklinggau merupakan kota
terbesar kedua setelah Palembang di Provinsi Sumatera Selatan. Kecenderungan
konsumsi beras yang tinggi di kota-kota besar membuat penulis tertarik
melakukan penelitian di Kota Lubuklinggau. Selain itu, tingkat pertumbuhan
pembangunan yang pesat-membuat pekarangan di kota menjadi semakin sempit
dibandingkan dengan daerah kabupaten lainnya.

Menurut Lubuklinggau dalam Angka tahun 2013, Kota Lubuklinggau
merupakan salah satu Kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari
wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Letak astronomi Kota Lubuklinggau berada
antara 102°40° 00” — 103° 0’ 00” Bujur Timur (BT) dan 3°4° 10” — 3°22” 30”
Lintang Selatan (LS). L.uas wilayah daerah ini berdasarkan Undang-undang No. 7
tahun 2001 adalah 401,50 Km® atau 40.150 Ha dan berada pada ketinggian 129

meter di atas permukaan laut.
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Menurut data BPS Kota Lubuklinggau bahwa jumlah penduduk Kota
Lubuklinggau tahun 2014 sebanyak 201.308 jiwa atau bertambah sekitar 25
persen dari angka jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2000. Rata-rata
tingkat pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 228 persen. Komposisi
penduduk menurut jenis kelamin adalah 100.924 orang laki-laki dan 100.384
orang perempuan, yang berarti seks rasio sebesar 100,54. Dengan kata lain,

jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan jumlah penduduk perempuan.

Struktur umur penduduk Kota Lubuklinggau tergolong penduduk “muda”
karena proporsi penduduk di bawah 15 tahun masih cukup.tinggi;, yaitu hampir 30
persen dan penduduk tua (umur diatas 60 tahun) hanya sekitar 3 persen.
Distribusi penduduk menurut kecamatan tidak merata. Dar1 delapan kecamatan
yang ada di Kota Lubuklinggau, Kecamatan Lubuklinggau Utara II memiliki
jumlah penduduk paling banyak (16,05 persen), kemudian diikuti oleh Kecamatan
Lubuklinggau Timur II (15,37 persen), dan Kecamatan Lubuklinggau Timur [
(15,24 persen). Sedangkan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I merupakan

kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit (6,91 persen).

Komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha menunjukkan
bahwa sektor tersier sebagai ciri perekonomian daerah perKotaan merupakan
pekerjaan yang dominan dilakukan oleh penduduk Kota Lubuklinggau. Pada
tahun 2010 sekitar 60 persen penduduk bekerja di sektor tersier (perdagangan,
angkutan, keuangan dan jasa). Sektor sekunder (industri, listrik, dan bangunan)
menyerap sekitar 11 persen tenaga kerja, sedangkan sektor primer (pertanian dan

pertambangan) menyerap hampir 29 persen tenaga kerja.
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B. Deskripsi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal

Penelitian memfokuskan pada kajian dari implementasi kebijakan
percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kota Lubuklinggau. Sebagai
dasar dalam pelaksanaan program tersebut adalah Perpres No. 22 Tahun 2009 dan
Permentan No. 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Ruang lingkup kegiatan P2KP

terdiri atas:

(1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep ‘Kawasan Rumah
Pangan Lestari (KRPL)

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui
upayapemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan manfaat pekarangansebagai
sumber pangan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai
jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta
budidaya ternak dan ikan .sebagai tambahan untuk ketersediaan sumber
karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi
kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan.

Dengan demikian akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan
sumber pangan yang diproduksi sendiri dalam kawasan tersebut dari optimalisasi
pekarangan. Pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan
pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), antara lain dengan membangun
kebun bibit dan mengutamakan sumber dava lokal disertai dengan pemanfaatan
pengetahuan lokal (local wisdom) sehingga kelestarian alam pun tetap terjaga.
Implementasi kegiatan ini disebut Kawasan Rumah Pangan Lestart (KRPL).

Kegiatan Optimalisasi Pemantaatan Pekarangan melalui konsep KRPL dengan
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pendampingan oleh Penyuluh Pendamping P2KP desa dan Pendamping P2KP
kabupaten/Kota, serta dikoordinasikan bersama dengan aparat kabupaten/Kota.
Selain pemanfaatan pekarangan, juga diarahkan untuk pemberdayaan kemampuan
kelompok wanita membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi
seimbang, dan aman (B2SA), termasuk kegiatan usaha pengolahan pangan rumah
tangga untuk menyediakan pangan yang lebih beragam.

D1 setiap desa dibangun kebun bibit untuk memasok kebutuhan bibit bagi
anggota kelompok dan masyarakat, sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan.
Pengembangan kebun bibit in1 diharapkan dapat diintegerasikan-dengan kegiatan
pembibitan yang ada di Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian. Untuk itu, pengembanigan kebun bibit pada kegiatan ini
harus berkoordinasi dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
setempat, dan mengutamakan tanam-tanaman yang banyak dikonsumsi oleh
masyarakat setempat ataupun jenis tanaman baru yang memiliki keunggulan nilai
gizi. Kelompok sasaran-kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan adalah
kelompok wanita yang beranggotakan minimal 30 rumah tangga yang berdomisili
berdekatan dalam satu desa sehingga membentuk kawasan. Setiap anggota wajib
mengembangkan pemanfaatan pekarangan dengan menanam tanaman sumber
pangan (sayur, buah, umbi) ataupun memelihara ternak dan ikan. Tujuannya
adalah mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga.

Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah
tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan/disumbangkan kepada
anggota kclompok atau secara bersama-sama dijual oleh kelompok. Setiap

pekarangan rumah anggota kelompok diharapkan dilengkapi dengan sarana
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pembuatan pupuk kompos dari sisa-sisa tanaman dan kotoran ternak dan sisa-sisa
limbah dapur untuk digunakan sendiri. Pembuatan kompos/pupuk organik ini
diharapkan dilaksanakan juga dalam pengembangan kebun sekolah.

(2) Model Pengembanrgan Pangan Pokok Lokal (MP21.).

Tujuan dari kegiatan MP3L adalah untuk mengembangkan pangan lokal
sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang secara khusus dipersiapkan untuk
mendukung pelaksanaan program pangan bersubsidi bagi keluarga berpendapatan
rendah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi
dan berbagai instansi terkait yang bertujuan untuk:

I. mengembangkan beras/nasi “non beras” sumber karbohidrat yang dapat
disandingkan dengan beras/nasi, berbahanbaku sumber pangan lokal
ii. mengembalikan kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi
pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan non-beras/non-
terigu dari sumber pangan lokal
1. perbaikan mutu korisumsi pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi
beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok selain beras yang diimbangi

dengan konsumsi pangan hewani serta sayur dan buah.

(3) Sosialisasi dan Promosi Percepatan Penganckaragaman Konsumsi Pangan
(P2KP)

Kegiatan  Sosialisasi dan Promosi P2KP  dimaksudkan untuk
memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumst pangan B2SA kepada
masyarakat melalui upaya-upaya penyebarluasan informasi, penyadaran sikap dan
perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi

keluarga demi terciptanya pola hidup vang schat, aktif dan produktif.
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Kepemimpinan formal (presiden, gubernur, bupati/waliKota, hingga kepala desa)
berperan sentral sebagai panutan dan tokoh penggerak dalam gerakan P2KP.
Sedangkan kepemimpinan informal (tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh
agama) berperan sebagai panutan dalam mendukung Gerakan P2KP.

Berikut ini1 4.3 adalah gambaran struktur birokrasi yang ada di Kantor

Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau, meliputi :

Kepala
Kantor Ketahanan Pangan
Jabatan Fungsional Kasubag Tata Usaha
Seksi Sekst Sekst
Ketersediaan dan Distribusi Penganekaragaman Pengendalian Pangan
Pangan Pangan

Gambar 4.3 Struktur Birokrasi Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis di Kota
Lubuklinggau dan telah dilakukan konfirmasi dart hasil wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait antara lain Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau,
Petugas Penyuluh Pertanian dar Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan

Hortikultura Kota Lubuklinggau, Dasawisma Kelurahan mengenar implementasi
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kebijakan percepatan penganekaragaman konsumi pangan, maka diperoleh

informasi sebagai berikut :

1. Identifikasi informan atau narasumber
Wawancara yang dilakukan melibatkan beberapa informan yang dianggap
mengerti dan menguasai masalah-masalah yang akan ditanyakan dalam panduan

wawancara. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri atas :

1) Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau yang terdiri dari Kepala

Kantor, Kast Penganekaragaman Pangan, dan Staf.

2) Petugas Penyuluh Pertanian dari Dinas TanamanPangan Perkebunan dan

Hortikultura Kota Lubuklinggau

3) Ketua Dasawisma Melati kelurahan Eka Marga, ketua Dasawisma Mawar
kelurahan Marga Mulya, ketua’ Dasawisma Anggrek kelurahan Petanang,

ketua Dasawisma Sedap Malam kelurahan Kayu Ara.

Identifikasi informan ini sangat diperlukan untuk pengenalan karakter dar
informan dari beberapa sisi agar nantinya dapat terlihat karakteristrik masing-
masing informan schingga informasi yang didapat lebth banyak dan optimal

sesuai kebutuhan penelitian.

2. Peraturan WaliKota No. 21 tahun 2010 tentang Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di
Kota L.ubuklinggau

1) Komunikasi

Komunikasi yang ingin diketahui oleh penulis dalam penelitian int antara

lain adalah :

59

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41825.pdf

(a) Kejelasan informasi tentang pelaksanaan kebijakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) kepada masyarakat terutama
dasawisma, (b) Kecukupan informasi yang disampaikan oleh petugas kepada
dasawisma, dan (c) Xetepatan dalam menyampaikan informasi mengenai

kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

a) Kejelasan informasi seputar pelaksanaan kebijakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan kepada masyarakat terutama
kelompok Dasawisma
Mengenal kejelasan informasi seputar pelaksanaan kebijakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan kepada masyarakat terutama kelompok

dasawisma kelurahan penerima manfaat program ‘para “informan memberikan

keterangan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Seperti yang dituturkan

oleh lbu ketua Dasawisma Sedap Malam kelurahan Marga Mulya pada tanggal 11

Maret 2015 yaitu :

“ Sosialisasi yang diberikani pemerintah pada masyarakat masih sangat kurang
sekali, ditambah lagi dengan tingkat pendidikan masyarakat disini masih
rendah sehingga pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan
sangat sulit untuk dipahami “ (Wawancara, 11 Maret 2015)

Pernyataan dari Bapak Penyuluh Pendamping Kelurahan Eka Marga yang
dibenarkan oleh Staf Kantor Ketahanan Pangan yang mengatakan bahwa tidak ada

sosialisasi, berikut petikannya :

“Ngak ada sosialisasi dari pemerintah provinsi pak, saya peribadi sebagai
petugas darni tahun 2012 sampai sekarang ini, belum ada petugas provinsi
yang datang untuk melihat perkembangan kebijakan P2KP di Kota
Lubuklinggau * (Wawancara, 11 Maret 2015)

Namun pernyataan ini dibantah oleh Kasi Penganekaragaman Pangan yang
mengungkapkan bahwa sudah dilakukan sosialisasi kebijakan P2KP kepada
masyarakat di Kota Lubuklinggau, berikut penuturan beliau :
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“Sudah, Perwal No 21/2010 tentang Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sudah disosialisasikan baik
dari pemkot sendiri maupun dari Pemerintah provinsi namun memang kami
sadari penyuluhan ini sangat jauh dari cukup “ (Wawancara, 11 Maret 2015)

Dari pernyataan ini dapat dicermati bahwa pernyataan tersebut secara tidak
langsung mengindikasikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh petugas kepada
masyarakat di Kota Lubuklinggau tentang Perwal No 21 Tahun 2010 yang
merupakan turunan dari Permentan No 43 Tahun 2009 tentang P2KP masih
sangat kurang sekali. Dengan tidak adanya sosialisast kepada masyarakat, maka
masyarakat tidak mengetahui betapa pentingnya kebijakan P2KP tersebut.
Disela-sela wawancara peneliti dengan petugas .yang ada di Kantor
Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau, menanyakan tentang buku Pedoman
Umum kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, berikut liputan

hasil wawancaranya :

“Kalo Pedum belum ada dam pusat, kamm hanya dikasih pedum kegiatan
Kawasan Rumah Pangan. lestari (KRPL), itu pun saya lupa dimana
meletakannya”

Dari pernyataan .tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakpedulian
petugas akan program kegiatan P2KP masih sangat terlihat, padahal didalam
perjalanan kegiatan ini Pedoman Umum dapat diperoleh oleh petugas melalui
website resmi Kementerian Pertanian bidang Ketahanan Pangan. Ketidakpedulian
ini dapat disebabkan karena kurang cakapnya petugas dalam menerima isi

program dan kurangnya insentif petugas dalam kegiatan ini.

Menurut Kasubag Tata Usaha Kantor Ketahanan Pangan yang didampingi oleh
Bendahara dan staf keuangan dalam sebuah wawancara langsung dengan penulis

mengatakan bahwa :
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“Pelaksanaan pelatihan bagi penyuluh pendamping dan anggota dasawisma
kelurahan dilakukan setiap tahunnya, namun di tahun 2014 kegiatan tersebut
tidak dilaksanakan meskipun telah kami masukan ke dalam anggaran”
(Wawancara, tanggal 14 Maret 2015)

Kemudian penulis menanyakan sebab dari permasalahan tersebut, staf keuangan

yang mendampingi Kasubag Tata Usaha menyampaikan bahwa :

“Penyebab  tidak  dilaksanakan  kegiatan  tersebut oleh  Seksi
Penganekaragaman Pangan dikarenakan pada saat pelaksanaan PPTK
kegiatan tersebut sedang hamil namun pengganti PPTK yang baru belum tahu
betul tentang bentuk kegiatan tersebut, sehingga kegiatan Bimtek tersebut di
tahun 2014 tidak dilaksanakan. Kegiatan ini hanya dilaksanakan pada tahun
2013.

Jika suatu kebijakan yang ingin diimplementasikan sesuai dengan yang
diharapkan, maka petunjuk pelaksanaan tidak harus dipahami, melainkan juga
informasi mengenai kebijakan tersebut ‘harus jelas. Jika informasi-informasi
mengenai kebijakan tersebut baik cara peényampaian dan ketepatan informasi yang
disampaikan, maka para pelaksana (implementor) dalam hal in1 kelompok
dasawisma yang ada di Kota L.ubuklinggau akan mengalami kebingungan tentang
apa yang harus mereka lakukan agar sesuai dengan isi kebijakan yang diharuskan
oleh pembuat kebijakan (pemerintah).

Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam hal im Kantor
Ketahanan Pangan terkesan masih sangat kurang. Hal i1 dapat dilihat dar1 tingkat
ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi
pangan yang meliputi pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL), pengembangan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
Berikut ini tabel 4.3 temuan yang terjadi pada faktor komunikasi dilihat dan

kejelasan informasi :
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Tabel 4.3 Temuan dari Faktor Komunikasi — Kejelasan Informasi

Temuan dari Faktor Komunikasi

No ' Ket.
' Pentingnya Bentuk Sebab-Akibat
1. Sosialisasi Perwal Informasi dar1 Karena Sosialisasi
No 21 tahun 2010 petugas kurang, akibatnya
pendamping masyarakat kurang

memahami isi kebijakan
sehingga tujuan sulit
untuk tercapai
Sosialisasi kurang, tidak
adanya dana anggaran
untuk kegiatan promosi

P2KP
2. Anggaran untuk Bimtek kegiatan Karena kurangnya
Bimtek P2KP P2KP bimbingan teknis untuk

petugas penyuluh
pendamping, schingga
flmu yang disampaikan
petugas kepada anggota
masyarakat (dasawisma)
sangat sedikit sehingga
masyarakat pun sulit
untuk lebth memahami

3. Pedoman umum Petugas tidak Kurangnya kepedulian
pelaksanaan P2KP mengetahui akan program P2KP oleh
Pedum P2KP petugas sehingga
pemahaman akan tujuan
dari P2KP seperti
kegiatan KRPL, lomba
B2SA, dan promosi
belum dipahami secara
rinci oleh petugas
maupun pelaksana
program di kantor
ketahanan pangan

Rasa kepedulian ini bisa
disebabkan oleh
kurangnya insentif
petugas, kurang cakapnya
petugas dalam menerima
setiap program

Sumber : Hasil Analisis Data
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b) Kejelasan tujuan dan sasaran informasi yang disampaikan oleh petugas
kepada masyarakat

Dalam hal kejelasan tujuan dan sasaran informasi yang disampaikan oleh
petugas kepada masyarakat (dasawisma), hampir semua informan berpendapat
sama bahwa informasi yang diberikan oleh petugas masih sangat minim sekali
sehingga implementasinya di lapangan memperlihatkan masih banyak masyarakat
yang tidak memperhatikan penganekaragaman konsumsi pangan, berkut

pernyataan dari ibu Saonah :

“Setau saya penganckaragaman konsumsi pangan itu.adalah makanan pokok
selain makan nasi seperti jagung, ubi kayu, dan labu..Jadi-kalau Perwal saya
belum pernah tau informasinya seperti apa “ (Wawaneara, 11 Maret 2015)

Masyarakat yang diwakili oleh ibu-ibu dasawisma juga mengatakan bahwa
tidak ada sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota mengenai kebijakan
tersebut, karena selama ini mercka hanya mengetahul penganekaragaman
konsumsi pangan ialah makan selain beras seperti nasi ubi atau nasi jagung dan
tidak berdasarkan pada isi Perwal No 21 tahun 2010, jadi mengenai isi dari Perwal
tersebut masyarakat ‘atau. kelompok dasawisma kurang memahami. Adapun
kutipan wawancara peneliti dengan kasi penganekaragaman pangan, membantah

hal tersebut.:

“Sosialisasi tentang isi kebijakan mengenal penganekaragaman konsumsi
pangan dilakukan 1 tahun sekali, biasanya pada bulan Mei ditiap tahunnya”
(Wawancara, 11 Maret 2015)

Hal ini juga di sampaikan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan dalam sesi
wawancara :

“Sostalisasi tentang pentingnya penganekaragaman pangan dilakukan sesual
dengan anggaran yang telah ditetapkan disetiap tahunnya™ (Wawancara, 11
Maret 20195)
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Dari berbagai kutipan yang disampaikan oleh aparat atau impelementor kebijakan
dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi tetap dilakukan, tetapi

pelaksanaannya masih sangat jauh dari harapan.

Sebagaimana dikutip dari Udoj1 (1981) dalarn Wahab (1997) di dalam kajian

pustaka mengatakan bahwa :

“The execution of polices is a important of no more important than policy-
making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are
implemented” (Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang sangat
penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan
kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana
bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak diimplimentasikan) (dalam
Wabhab, 1997 :59).

Menurut Islamy (1991), menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban pejabat
dan badan pemerintah bukan hanya dalam’perumusan kebijakan negara, tetapi
juga dalam pelaksanaan kebijakan. Kedua-duanya sama pentingnya, tetapi dalam
kenyataannya banyak aparat pemenntah dan badan pemerintah lebih dominan
peranannya dalam perumusan “kebyakan, kurang dalam implementasikan
kebijakan, dan masih _sangat kekurangan sekali dalam menyebar luaskan
kebijakan-kebijakan baru kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kurang
efektifnya pelaksanaan kebijakan.

Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Kantor Ketahanan Pangan
Kota Lubuklinggau terhadap Perwal No 21 tahun 2010 tentang Percepatan
Penganckaragaman Konsumsi Pangan menyebabkan masyarakat (anggota
dasawisma) kurang mengetahui akan keberadaan Perwal tersebut, sehingga setiap
ketentuan yang diatur didalam Perwal kurang diketahui dan dipahami oleh para

anggota dasawisma. Keengganan dari masyarakat (dasawisma) sendiri yang

kurang mau mengikuti sctiap perkembangan kebijakan pun menjadi penyebab
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ketidaktahuan akan kebijakan yang ada dan manfaat yang akan diterima nantinya.

Berikut in1 tabel 4.4 yang merincikan temuan dari faktor kejelasan tujuan dan

sasaran :

Tabel 4.4 Temuan dan Faktor Komunikasi — Kejelasan tujuan dan sasaran

Temuan dar1 Faktor Komunikasi Ket
Ne. Pentingnya Bentuk Sebab-Akibat
1. Sosialisasi Perwal  Isi dan Tujuan Karena aparat
No 21 tahun 2010  Kebijakan tidak pemerintah tidak bisa
dipahami menyampaikan isi dan
tujuan kebijakan
dengan baik, salah
memahami arti
pentingnya
penganekaragaman
pangan
2. Pemahaman Pemikiran'yang salah  Informasi yang kurang
Penganekaragama masyarakat.tentang jelas, menyebabkan
n Konsumsi Penganekaragman salah dalam memahami
Pangan berbasis panganhanya sebatas  isi kebijakan, baik dari
Sumber Daya merubah pola makan  petugas sampai ke
Lokal yaitu dari makan nasi  kelompok sasaran
dari beras ke nasi dani  (masyarakat)
umbi-umbian
3. Kejelasan tujuan ~ Kurang cakapnya Latar belakang
dan sasaran petugas dalam pendidikan yang kurang
kebijakan P2KP menerima informasi mempuni untuk
atau 1s1 kebijakan kegiatan teknis,
sehingga penyampaian
informasi tentang 1si
dan tujuan kebijakan
menjadi kurang jelas
untuk dapat diterima
L oleh masyarakat
Sumber : Hasil Analisis Data
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¢) Ketepatan dan konsistensi dalam menyampaikan informasi mengenai
kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Sosialisast dari petugas pada kelompok dasawisma memang ada, yaitu
dilakukan dalam bentuk pertemuan antara anggota kelompok dengan petugas dari
Kantor Ketahanan Pangan pada tahun 2014. Akan tetapi, sosialisasi tersebut
sempat terhenti di tahun 2013 dikarenakan pemangkasan anggaran dan pergantian
petugas serta struktur birokrasi di Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sempat tidak antusias terhadap
kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Tidak tepatnya
informasi petugas kepada masyarakat mengenai isi Perwal No 21/2010 tentang
penganckaragaman konsumsi pangan dapat .menyebabkan kebingungan-
kebingungan dari para masyarakat (anggota’ dasawisma) scperti yang di

ungkapkan oleh penyuluh pendamping kelurahan Eka Marga :

“Kalo 1si Perwal saya tidak tahu, tapt anggota dasawisma harus memprodukst
tanaman sayuran, buah-buahan, di pekarangan rumah serta mengolah pangan
pengganti beras” (Wawancara, 11 Maret 2011)
Berikut ini juga diperkuat.eleh penyuluh pendamping di kelurahan Marga Mulya,
yang mengungkapkan :
“Saya menggantikan petugas sebelumnya jadi belum terlalu memahami 1si
dari kebijakan penganekaragaman pangan, saya saja hanya tau kalau
penganekaragaman pangan ini hanya memanfaatkan pekarangan saja, kalau

masalah lomba-lomba masak saya kurang mengetahuinya” (Wawancara, 12
Maret 2015)

Menurut Kasubag Tatausaha dana anggaran sebesar 163.376.000,- yang tclah
dianggarkan di tahun 2014 tidak dilaksanakan schubungan dengan pergantian
pctugas dan ketidakpahaman petugas yang baru terhadap ist kegiatan sehingga

anggaran dana tersebut disilvakan. Berikut kutipan hasil wawancaranya :
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“Dana anggaran untuk kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di
tahun 2014 sempat tidak dilakukan, dana yang seharusnya bisa terserap 90%
namun hanya dapat dilaknakana sebesar 65% hal ini menyebabkan juga
terhadap kinerja Kantor Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan kegiatan.
Selain 1tu dana anggaran yang diberikan pemerintah pusat di pangkas hampir
50%, karena ditahun 2014 salah satu kementrian yang dikurangi anggarannya
yaitu Kementrian Pertanian” (Wawancara, 14 Maret 2015)

Sempat terhentinya kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan di tahun
2014 dikarenakan adanya pamangkasan anggaran dan gonta ganti kepemimpinan
Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau diungkapkan oleh Kasi

penganckaragaman pangan. Berikut ini petikan pernyataannya :

“Kito sudah bertindak tapi tergantung samo atasan, kadang-kadang atasan
sebelumnyo setuju atasan penggantinyo dak setuju” (Wawancara, 11 Maret 2015)

Hal ini dibantah dengan pernyataan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota
Lubuklinggau tentang pelaksanaan ~program keglatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan di Kota Lubuklinggau dalam sesi wawancara tanggal 11 Maret
2015 -
“Saya belum'mendapatkan konfirmasi yang jelas untuk pencanangan dengan
Bapak WaliKeta dalam aksi besar-besaran agar pencapaian 1si program P2KP
bisa tercapai.dengan cepat sesuai tujuan dan sasaran yang kami harapkan, kan

saya juga baru berapa bulan di kantor ini jadi baru tahapan menyesuaikan isi
kegiatan™

Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan di lapangan,
tergambar proses komunikasi antara kebijakan, pelaksana (aparat pemerintah) dan
sasaran kebijakan secara umum belum berjalan secara optimal dilihat dari
informasi tentang kebijakan yang mereka terima belum jelas dan anggota
dasawisma merasakan informasi yang selama ini mereka terima masth belum

lengkap dan belum tepat. Ada beberapa pernyataan yang ditanyakan peneliti untuk
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mengobservasi masalah ini dengan Kabid Pertanian pada Badan Perencanaan
Daerah, berikut hasil wawancaranya :
“Pada dasarnya WaliKota sangat mendukung sekali setiap program yang
dicananckan, selama program tersebut dapat memberikan manfaat yang baik
buat masyarakat. Tetapi yang jadi pertanyaan dibenak saya apakah kepala
Kantor Ketahanan Pangan pemah melakukan audensi dengan WaliKota

tentang program P2KP ini? Mungkin saja tidak, sehingga Bapak WaliKota
sampal saat ini belum mengetahui kegiatan tersebut”

Dari wawancara tersebut jelas bahwa kepala daerah sangat mendukung
semua kegiatan yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat Kota
Lubuklinggau. Berikut ini tabel 4.5 yang menunjukan temuan peneliti tehadap

variabel komunikasi dan sisi ketepatan dan konsistensi :

Tabel 4.5 Temuan dan Faktor Komunikasi — Kétepatan dan Konsistensi

Temuan dar Faktor Komunikasi

No. Ket.
Pentingnya Bentuk Sebab-Akibat
1. Penganekaragaman (_-Pemangkasan Kegiatan sempat terhenti
Konsumsi Pangan anggaran untuk  di tahun 2013,
pelaksanaan menyebabkan
kebijakan menurunnya partisipasi

dan semangat serta
antusiasme masyarakat
terhadap tujuan
penganeragaman
konsumsi pangan

2. Pemahaman Pimpinan Sering bergantinya
kebijakan P2KP kurang pimpinan, membuat
memahami isi kegiatan tersendat karena
kebijakan pola dan karakter serta

keinginan pimpinan
berbeda. Kepemimpinan
kantor ketahanan pangan
kurang dari | tahun
merupakan faktor
penghambat kebijakan
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3. Partisipasi Kurang adanya  Pemahaman yang kurang
masyarakat partisipasi dari  tentang pentingnya P2KP
masyarakat buat kehidupan sehari-
untuk kegiatan  hari keluarga dalam
P2KP mengkonsumsi makanan

sehingga program ini
terkesan hanya sebatas
pelaksanaan kegiatan saja

4. Peran Pemerintah Kurangnya Tidak adanya komunikasi
Daerah dalam peran Kepala yang baik antara Kepala
pelaksanaan Daerah dalam Kantor dengan Kepada
kebijakan memotivasi Daerah sehingga tidak

program yang adanya aksi yang jelas

dicanangkan untuk mendukung P2KP

Sumber : Hasil Analisis Data

Dalam hal komunikasi, dilihat dan hasil-penyajian data yang telah penulis
uraikan diatas dapat digambarkan bahwa proses komunikasi antara pembuat
kebijakan, implementor kebijakan. dan sasaran kebijakan dalam konteks
implementasi kebijakan percepatan. penganckaragaman konsumsi pangan secara
umum berjalan cukup lancar namun apabila kita melihat dan aspek komunikasi

seperti :

a) Kejelasan informasi kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan dalam
proses komunikasi itu belum berjalan secara optimal dimana pelaksana
kebijakan masih belum bisa memahami secara utuh informasi kebijakan yang

harus mereka laksanakan juga dengan sasaran kebijakan.

b) Selain kejelasan informasi masalah kecukupan informasi dan ketepatannya
juga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kecukupan informasi
petugas pelaksana dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan-

pesan kebijakan seyogyanya memiliki kecukupan informasi yang sesual
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dengan harapan sasaran kebijakan akan tetapi temuan penuhs dilapangan
tergambar bahwa para petugas dalam melaksanakan tugas di lapangan justru
menemukan kendala karena kurangnya informasi kebijakan yang mereka

miliki yang disebabkan dikarenakan kurangnya sosialisasi.

c) Ketepatan informasi dalam  penyampaian  informasi  kebijakan
penganekaragaman konsumsi pangan di Kota Lubuklinggau, pelaksana
kebijakan maupun sasaran kebijakan masih merasakan proses penyampaian
informasi belum tepat. Ketepatan informasi dalam proses-komunikasi pada
penelitian ini tergambar bahwa sasaran kebijakan belum merasakan informasi
yang disampaikan oleh petugas sesuai dengan 1si kebyakan. Menurut penulis,
dalam hal ini1 dapat mengurangi semangat masyarakat atau tingkat antusiasme
kelompok dasawisma dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang

telah ditetapkan oleh pemérintah dalam mencapai tujuan kebijakan.

2) Sumber Daya
a) Keterampilan . petugas dalam memberikan pengarahan dalam
implementasi ~kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi
pangan
Pada kenyataanya selama ini para petugas dari Kantor Ketahanan Pangan
Kota Lubuklinggau hanya mengetahui istilah penganekaragaman konsumsi
pangan berdasarkan kebiasaan yang sudah ada tanpa berdasarkan Perwal No 21
tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan becbasis
Sumber Daya Lokal, jika disebutkan isi dari perwal mereka kurang begitu

mengetahui. Antusiasme yang tinggi dari petugas Kantor Ketahanan Pangan

dapat menimbulkan tujuan kebijakan sampai pada sasaran yaitu masyarakat atau
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kelompok dasawisma. Akan tetapi apabila terjadi pergantian struktur
pemerintahan cenderung terjadi perubahan aturan. Kondisi pendidikan formal
yang ada pada petugas pendamping masyarakat secara umum merupakan strata 1
tetapi kesemuanya bukan lulusan dari konsentrasi ilmu yang mempuni

dibidangnya, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6 Komposisi Pegawai Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau
menurut Pendidikan Formal Tahun 2015

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)
1. S1 10 64
2. D3 2 12
3. SMA 2 12
4 SMP 2 12
5. SD 0 0
Jumlah 16 100

~Sumber : Kantor Ketahanan Pangah Kota Lubuklinggau

Dari data tersebut terlihat bahwa kondisi pendidikan formal yang dimiliki
Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau sebagian besar berpendidikan S1
(64%). Namun tidak ada satupun petugas di Kantor Ketahanan Pangan Kota
Lubuklinggau yang mengurusi program atas kebijakan P2KP ini vang sesuai
dengan latar belakang pendidikan mempuni di bidangnya, sehingga kemampuan
petugas dalam memberikan pengarahan mengenal implementasi kebijakan P2KP
masih kurang maksimal. Kurangnya kemampuan petugas dalam memberikan
pengarahan implementasi kebijakan juga diungkapkan oleh Bapak Kepala Kantor

Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau sebagai berikut :
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“Petugas di Kota Lubuklinggau rata-rata berpendidikan strata 1, tetapi tidak
diiringi dengan kemampuan kejurusan yang mempuni dibidang pertanian dan
peternakan, serta bidang gizi sehingga mengalami kesulitan untuk memahami
setiap kebijakan dan ditambah lagi banyaknya mutasi pegawai sehingga yang
baru harus menguasai lagi isi dari Perwal No 21 tahun 2010 tentang
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya
Lokal” (Wawancara, 12 Maret 2015)

Berikut ini Tabel 4.7 data kepegawaian di Kantor Ketahanan Pangan Kota

Lubuklinggau berdasarkan jurusan pendidikan :

Tabel 4.7 Komposisi Pegawai Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau
Menurut Jurusan Pendidikan Tahun 2015
No Tingkat Pendidikan 0urusan Jumlah Persentase
grat T'e Pendidikan (%)
(. S Ekonomi 1 6
[imu Sosial A
5] dan Politik . 17
S1 Teknik 2 13
[Imu
S Komputer : 6
1lmu
Q Psikologi : 6
llmu
2
S Pertanian - 13
2. D3 Ekonomi 2 13
3. SMA IPS 2 13
4. SMP - 2 13
Jumlah 16 100
Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau o
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Menurut Frank Goodnow (dalam Subarsono, 2003:88) bahwa  harus
dicari cara yang terbaik untuk mengimplementasikan kebijakan publik.
Berdasarkan pendapat diatas, jelas bahwa Pemerintah dalam hal ini Kantor
Ketaharnan Pangan Kota Lubuklinggau seharusnya bisa mencari cara yang lebih
efisien untuk mengimplementasikan Perwal No 21/2010 tentang Percepatan
Penganekaragaman yang adalah sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh
Kantor Ketahanan Pangan sangat menentukan apakah Perwal No 21 tahun 2010
dapat mengenai sasaran atau tidak. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan
kurang baik, tidak menutup kemungkinan implementasi kebijakan juga tidak
berjalan dengan baik. Cara penyampain petugas terhadap isi dan tujuan kebijakan
harusnya dapat dimengerti sendiri oleh sasaran-dan kebijakan dalam hal ini ibu-
ibu dasawisma, dalam petikan wawancaranya dengan peneliti menyebutkan

“Kami cukup memahami mas, kalau kebijakan ini terdiri dar1 kawasan rumah
pangan lestari dan Lomba ‘B2ZSA ‘tapi hal ini baru sebatas melaksanakan
kegiatan belum masuk kedalam-kegiatan kami sehari-hari, buktinya saja ibu
inem setiap hari belanja‘terus dipasar padahal waktu saya tanya kan kenapa
tidalf\ memanfaatkan-tanaman yang ditanam, dia bilang tanaman saya banyak
mati”

Cara mensosialisasikan isi kebijakan, perlu diberengi dengan kemampuan
dan keterampilan petugas. Latar belakang pendidikan yang tidak memadai untuk
ditugaskan sebagai implementor kebijakan yang seteknis ini, seharusnya jangan di
isi dengan petugas yang bukan berlatar belakang pertanian atau dari kesehatan.
Sehingga pada saat pengarahan kepada petugas-petugasnya dalam
mengimplementasikan kebijakan bisa lebih terarah dan tidak mengalamai
kesulitan yang berarti.

Dalam sesi wawancara peneliti dengan masyarakat dalam hal ini kelompok

dasawisma kelurahan kayu ara mengatakan bahwa :
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“Petugas  yang datang untuk memberikan informasi  tentang
penganekaragaman pangan serta pemanfaatan pekarangan terkadang terkesan
kurang terampil, karena pada saat kami tanya proses dan cara menanam
sayuran dengan menggunakan hydroponik, di tidak tau. Padahal di kelurahan
eka marga bisa dibuat hydroponik untuk tanaman sayurannya” (Wawancara,
tanggal 12 Maret 2015)

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah di Kota Lubuklinggau
terhadap Perwal No 21 tahun 2010 dirasa sangat minim oleh sebagian masyarakat.
Hal tersebut dapat diketahui dari sebagian informan terutama anggota dasawisma
yang kurang mengetahui akan keberadaan Perwal No 21 tahun 2010, sehingga
dalam pelaksanaannya anggota kelompok dasawisma kurang berpedoman pada
petunjuk teknis program kebijakan mengingat kurangnya pengetahuan akan isi
dan tujuan yang terkandung di dalam Perwal.

Kemampuan petugas dalam membernkan pengarahan implementasi
kebijakan penganekaragaman konsumSi pangan kepada masyarakat di Kota
Lubuklinggau sangat berpengartuh (terhadap keberhasilan implementasi Perwal
tersebut. Para petugas penyuluh Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan
Hortikultura harus mempunyai kemampuan vang diperlukan untuk memberikan
pengarahan kepada masyarakat (dasawisma) di Kota Lubuklinggau dalam rangka
implementasi kebijakan melalui program-program pendukungnya.

Sumber Daya Manusia atau kemampuan pegawai merupakan faktor yang
sangat mendukung implementasi kebijakan. Dalam suatu organisasi SDM
merupakan faktor penggerak roda organisasi. Oleh karena itu, maka diperlukan
kemampuan yang memadai terutama bagi pelaksana suatu program atau
kebijakan.

Menurut George Edward 1 dalam Juliartha (2009:58): “sumber daya bisa

menjadi faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber
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daya penting meliputi staf dengan jumlah yang cukup, dan dengan keterampilan
untuk melakukan tugasnya serta informasinya, otoritas dan fasilitas yang perlu
untuk menerjemahkan proposal pada makalah ke dalam pemberian pelayanan
publik. Akibat tidak tersedianya suinber daya yang memadai, maka akan
mendatangkan rintangan terhadap implementasi kebijakan”. Berikut ini tabel

temuan peneliti dari faktor sumber daya keterampilan :

Tabel 4.8 Temuan dari Faktor Sumber Daya — Keterampilan

Temuan dar1 Faktor Sumber Daya

No Ket.
' Pentingnya Bentuk Sebab-Akibat
1. Sumber Daya Kualitas Karena latar belakang
sebagai Implementor Sumber Daya pendidikan yang tidak
Kebijakan mumpuni serta kurangnya

bimbingan teknis
pelaksanaan program
kebijakan, menyebabkan
pemahaman serta
penyampaian akan isi dan
tujuan kebijakan kurang

maksimal
2. On the right man, on  Kecakapan Karena kemampuan
the right place petugas petugas sangat minim
(penempatan orang sehingga, tujuan dari ist
yang sesual kebijakan kurang bisa
dibidangnya) untuk mencapai sasaran
yang telah dibuat
3. Kemampuan Seleksi petugas  Karena tidak ada seleksi
petugas pendamping petugas, dan pemilihan
petugas karena melekat
pada jabatan yang ada di

Kantor Ketahanan
Pangan schingga
kemampuan petugas sulit
untuk diukur dan dipilih

Sumber : Hasil Analisis Data
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Berdasarkan pernyataan ahli, bahwa teori yang ada dapat dirumuskan
kalau kemampuan diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan
yang dimiliki petugas pelaksana kebijakan. Sedangkan yang dimaksud dengan
kemampuan dalam penelitian ini adalah semua potensi berupa pengetahuan,
keterampilan, pengalaman dan pendidikan yang dimiliki oleh petugas Kantor
Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan tugas yang
dibebankan kepadanya. Pada kajian ini kemampuan petugas dalam memberikan
arahan mengenai implementasi kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal dilihat darni dasar pendidikan pegawai dengan asumsi
yang dibangun “on the right man, on the right place”, orang yang tepat dan

ditempatkan pada posisi yang tepat, maka kinerja organisasi akan berhasil.

b) Kewenangan dan kemampuan yang diberikan kepada petugas dalam
implementasi Perwal No.21 tahun 2010

Dalam kaitannya dengan kemampuan dan kewenangan petugas dalam
berkomunikasi dengandasawisma sesuai hasil wawancara penulis dengan

informan, ibu Lufiana menyampaikan sebagai berikut :

“Karena~terbatasnya anggaran yang dialokasikan pemerintah maka kamt
membatasi tugas pokok dari seorang penyuluh pendamping di kelurahan,
kami menugaskan hanya untuk pendampingan anggota dasawisma dalam
membudidayakan tanaman sayuran dan beternak di lingkungan rumah”

Dari petikan wawancara diatas, jelas bahwa tugas dan wewenang penyuluh
pendamping hanya sebatas melakukan tugas pendampingan sesuai dengan
anggaran dana vang diberikan.  Hal ini dibenarkan oleh petugas pendamping di

kelurahan Eka Marga, berikut ini hasil petikan wawancaranya :
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“Didalam SK kami selaku petugas pendamping di kelurahan, kami hanya
ditugaskan mendampingi anggota dasawisma dalam membudidayakan
tanaman sayuran, peternakan, dan perikanan sebagai sumber protein ibu-ibu
dasawisma” (Wawancara, 12 Maret 2015)

Adapun saran yang diberikan oleh Lurah Eka Marga pada sesi wawancara peneliti
pada saat pengambilan data di lapangan mengatakan :
“Program in1 sudah baik, tetapi alangkah baiknya apabila informasi yang bisa
diterima oleh masyarakat juga baik. Menurut hemat saya, petugas juga harus
menginformasikan program ini dengan memasukan disela-sela pertemuan

ibu-ibu atau bapak-bapak di kelurahan misalnya pertemuan bulanan,
pertemuan arisan, pertemuan pengajian” (Wawancara, 12 Maret 2015)

Kasubag Tata Usaha Kantor Ketahanan Pangan menjelaskan dalam wawancara

yang dilakukan penulis dengan menanyakan perihal anggaran insentif petugas

pendamping dalam pelaksanaan kebijakan ini :
“Anggaran insentif dan kegiatan sosialisasi tidak kami anggarkan di APBD,
namun telah dianggarkan di kegiatan APBN. Memang besarnya anggaran
dana untuk insentif dianggarkan-sebesar 150.000 per bulan dan diambil dalam
triwulan sedangkan untuk anggaran sosialisasi seperti pembuatan spanduk
dan letleat hanya dianggarkan sebesar 1,5 juta sampai 5 juta per tahun™
(Wawancara, tanggal 15 Maret 2015)

Berikut ini Tabel 4.9 menerangkan tentang besaran anggaran pembuatan spanduk

dan letleat untuk kegiatan sosialisasi :

Tabel. 4.9 Anggaran Pembuatan Spanduk dan Lefleat

Besar Anggaran

No Tahun (Rp) Keterangan
I 2013 1500000
2. 2014 4.700.000
3. 2015 ’ 3.750.000
Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau
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Dari data pada Tabel 4.10, jelas tergambar bahwa anggaran dana untuk
kegiatan pengadaan alat untuk sosialisasi hanya dianggarkan pembuatan lefleat
dan spanduk namun untuk sosialisasi di media massa tidak dianggarkan. Melihat
besarnya dana yang dianggarkan, belum memadai dari yang semestinya karena
mengingat pentingnya kegiatan sosialisasi ini dikarenakan merubah pola pikir
masyarakat yang membudaya serta menggugah kemauan masyarakat untuk dapat
melaksanakan isi kebijakan dengan merubah pola konsumsi sangat diperlukan
adanya sosialisasi yang intens dan menarik buat masyarkat. Salah satu cara yang
ampuh buat melaksanakan kegiatan tersebut menurut penulis.adalah dengan cara
iklan di media massa serta promosi pentingnya penganckaragaman pangan dengan
memasang spanduk dan menebarkan lefleat didokasi-lokasi yang ramai dilewati
oleh masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van .Horn (1975) dalam Agustino (2006),
implementasi yang berhasil juga.mérupakan fungsi dari kemampuan organisasi
pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Kemampuan
untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dapat terhambat oleh karena
faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatith dan terlalu banyak pekeraan,
informasi yang tidak memadai dan sumber-sumber keuangan atau hambatan-
hambatan waktu yang tidak memungkinkan.

Apabila hal ini terjadi, maka akan berdampak pada ketidakefektifan
implementasi kebijakan, kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan
tujuan-tujuan kebijakan. Kurangnya kemampuan petugas dalam berkomunikasi
dengan masyarakat dalam hal ini kurangnya keterampilan menjadi permasalahan

yang besar dan nantinya akan dihadapi oleh pemerintah. Ini sebagai akibat dan
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kurangnya pelatihan-pelatihan keprofesionalan dan keahlian petugas. Dibawah ini

ditampilkan tabel 4.10 temuan peneliti dalam variabel sumber daya :

Tabel 4.10 Temuan dari Faktor Sumber Daya — Kewenangan dan Kemampuan

Temuan dari Faktor Sumber Daya

No. Ket.
Pentingnya Bentuk Sebab-Akibat
1. Anggaran Sosialisasi Kewenangan Tidak mengetahui dengan
Kebijakan Petugas benar terhadap tugas
penganeckaragaman  Penyuluh pokok dan fungsi petugas
pangan penyuluh sebagali
implementorkebijakan
menyebabkan informasi
yang disampaikan kepada
masyarakat tersendat-
sendat
2. Kemampuan Minimnya anggaran
petugas dalam  untuk kegiatan sosialisasi
berkomunikasi  menyebabkan
kemampuan petugas
dalam merealisasikan isi-
1s1 dari program
kebijakan menjadi tidak
sempurna dan terkesan
apa adanya saja
3. Melibatkan tokoh Tidak Karena media
masyarakat.dan melibatkan dan  penyampaian informasi
pemuka agama memasukan hanya melalui petugas,
informasi maka keterangan akan
pentingnya pentingnya P2KP belum
P2KP dalam mendasar kepada seluruh
kegiatan masyarakat yang ada
masyarakat dilingkungan dan hanya
seperti terbatas pada pengguna
pertemuan sasaran program seperti
bulanan atau ibu-ibu dasawisma dan
arisan dan ibu-ibu PKK kelurahan
pengajian o o
Sumber : Hasil Analisis Data
Kemampuan petugas dalam berkomunikasi dengan dasawisma

(masyarakat) mengenai Perwal No 21 tahun 2010 dilihat dari konsistensi perintah-
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perintah yang disampaikan kepada pelaksana atau penerima kebijakan. Walaupun
perintah-perintah yang telah diinformasikan kepada para pelaksana kebijakan
mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan akan
berdampak kesulitan para pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan
baitk. Disisi lain, perintah informasi kebijakan yang tidak konsisten akan
mendorong pelaksana mengambil tindakan yang berbeda dengan tujuan awal
dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

¢) Sarana dan Prasarana bagi petugas dan kelompok dalam implementasi
Perwal No 21 tahun 2010

Untuk menunjang suatu kegiatan, fasilitas yang diberikan kepada seseorang
atau kelompok sangat dibutuhkan demi kelancaran suatu kegiatan. Hal ini pun
ditanyakan peneliti kepada Kasi Penganekaragaman Pangan. Berikut petikan

wawancaranya :

“Keterbatasan dana anggaran, “membuat kami tidak dapat memberikan
fasilitas seperti sarana ..dan prasarana kegiatan penyuluhan untuk
memudahkan komunikasi antara kelompok dengan penyuluh .

Menurut ‘Edwards dalam Budi Winarno (2002: 137), fasilitas fisik
merupakan sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin
mempunyai Staf yang memadai, mungkin memahami apa yang dilakukan, dan
mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa
bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa
perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan
berhasil. Komponen fasilitas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan
percepatan penganekaragaman konsumsi pangan termasuk tidak memadai.

Fasilitas berupa sarana dan prasarana maupun anggaran khusus untuk pelaksanaan
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P2KP tidak ada. Terkait komponen fasilitas, Danie! A. Mazmanian dan Paul A.

Sabatier menjelaskan bahwa besarnya alokasi sumberdaya finansial merupakan

faktor krusial untuk setiap program sosial (Subarsono, 2005: 97). Dari berbagai

informasi yang dikumpulkan, peneliti menyinipulkan permasalahan kurangnya

ketersediaan fasilitas ini terjadi di Kota Lubuklinggau. Baik dari sisi anggaran

bantuan transport maupun bantuan alat peraga penyuluhan. Sarana dan prasarana

menjadi faktor penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Tanpa hal tersebut

sulit untuk dilaksanakan sesuai dengan harapan dari tujuan kebijakan. Besarnya

anggaran untuk fasilitas pembuatan lefleat dan brosur telah dijelaskan pada Tabel

49 Namun telah dijelaskan bahwa hanya spanduk “dan lefleat saja yang

dianggarkan untuk media massa seperti koran dan radio tidak dianggarkan.

Berikut ini tabel temuan oleh peneliti dalam hal sarana dan prasarana :

Tabel 4.11 Temuan dari Faktor SumberDaya — Sarana dan Prasarana

Temuan dari Faktor Sumber Daya

No. Ket.
Pentingnya Bentuk Sebab-Akibat
1. Anggaran sosialisasi  Lefleat, brosur,  Terbatasnya anggaran
dan promosi yang iklan di media  untuk pembuatan lefleat,
memadai massa brosur, atau iklan di radio
sehingga promosi tentang
manfaat dan pentingnya
kebijakan P2KP masih
terbatas hanya
masyarakat tertentu
2. Penganckaragaman  Lahan Karena sempitnya rata-
konsumsi pangan pekarangan rata pekarangan rumah
yang seimbang yang luas untuk  tangga di Kota
dengan optimalisast  pelaksanaan Lubuklinggau, membuat
pemanfaatan kegiatan KRPL  program kegiatan KRPL
pekarangan untuk kebijakan
penganckaraman pangan
_ initidak maksimal
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3. Keamanan pangan Lembaga Karena tidak adanya
untuk dikonsumsi peneliti residu~ Balai uji pangan,
masyarakat pangan terhadap pemerintah belum bisa

insektisida menjamin keamanan

pangan yang beredar
dimasyarakat seperti
pangan yang ada di pasar-
pasar di Kota
Lubuklinggau

4. Pola konsumsi Lomba Karena lomba
pangan masyarakat  pengembangan  pengembangan pangan
selain beras pangan pokok hanya sebatas ceremonial

selain beras atau  saja, sehingga pangan
Lomba B2SA yang dilombakan tidak

(Beragam, diterapkan dalam
bergizi, kehidupan sehari-hari
seimbang, dan

Aman)

Sumber : Hasil Analisis Data

Sebagaimana penyajian data sumber daya dalam implementasikan kebijakan
percepatan penganeckaragaman konsumsi pangan dalam penelitian ini tergambar

Jelas bahwa :

a) Kemampuan sumibér daya pelaksana kebijakan dalam memberikan
pengarahan. pengimplementasikan kebijakan penganekaragaman konsumsi
pangan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan latar belakang
pendidikan yang kurang memadai untuk kegiatan seteknis ini dan juga
kurangnya pengetahuan/keterampilan sumber daya pelaksana dalam

melaksanakan tugas pembinaan.

b) Kemampuan sumber daya pelaksana dalam berkomunikasi dengan
masyarakat atau kelompok dasawisma masih kurang dikarenakan oleh

kurangnya pengusaan informasi dan cara berkomunikasi yang efektif.
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¢) Keterampilan yang minim juga menjadi salah satu hambatan dalam
penyampaian informasi, namun hal ini selalu bermuara pada anggaran yang

telah ditetapkan pemerintah untuk program kegiatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan.

d) Kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana seperti lefleat, brosur, atau
alat peraga lainnya untuk mempermudah proses pelaksanaan
implementasikan kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan membuat

kegiatan ini pun tersendat.

3) Disposisi atau Sikap

a) Sikap Petugas sebagai Implementor terhadap isi dari Perwal No 21 tahun
2010

Dari informan diketahui bahwa dengan adanya mutasi para personil di
jajaran Kantor Ketahanan Pangan dan penyuluh pendamping program yang sering
terjadi, schingga kurang adanya transmisi informasi. Sebagaimana disampaikan

staf dari Kantor Ketahanan‘Pangan Kota Lubukinggau :

“Kurangnya koordinasi antara petugas dan aparatur yang lama dengan yang
baru schinggadalam melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dapat
menimbulkan kesalahan persepsi™

Manfaat dart Perwal No 21 tahun 2010 ini, juga dikonfirmasikan kepada Kepala

Kantor Ketahanan Pangan mengungkapkan sebagai berikut :

“Mungkin dengan adanya kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ini,
dapat mendorong masyarakat yang semula belum memperhatikan apa yang
dikonsumsinya dan mengetahui betapa pentingya pangan yang sehat dan
bergizi untuk kesahatan keluarga™(Wawancara, 11 Maret 2015)

Hal senada juga disampaikan oleh staf Kantor :

“Ya lebih enak kalau ada peraturanya sehingga kita tau apa yang baik untuk
dikonsumsi, apa yang aman dikonsumsi, apa yang dilarang untuk
dikonsumst”
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Dari wawancara dengan masyarakat di Kota Lubuklinggau banyak yang
menjawab harapan yang diinginkan oleh mereka berkaitan dengan implementasi
Perwal No 21/2010 adalah mereka menginginkan adanya perhatian lebih dari
pemerintah Kota Lubuklinggau mengenai pangan yang dikonsumsi masyarakat
seperti memberikan bantuan tanaman untuk pekarangan, bantuan ayam, ikan serta
penyuluhan pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan bagi keluarga,

seperti yang diungkapkan oleh dasawisma melati Kelurahan Eka Marga :

“Diharapkan pemerintah bisa terus melanjutkan program/ini, sehingga kami
ini bisa lebih sehat makannya. Dan keluhan-keluhan kami.tentang kegiatan
bisa diakomodir dengan baik oleh petugas meskipun tidak secara keseluruhan
namun kami merasa petugas sudah cukup respon kepada kami” (Wawancara,
11 Maret 2015)

Informasi mengenai implementasi Perwal No 21 tahun 2010 tentang Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan juga perlu ditingkatkan lagi. Selaku

anggota dasawisma kelurahan Marga Mulya mengungkapkan harapanya :

“Agar masyarakat lebith mengetahui, menyadari, dan akhimya melaksanakan
maka sebaiknya ~kami ini diberikan pengetahuan, disosialisasikan
penganekaragaman pangan. Selain itu di tv-tv itu toh dipasang iklan artis-artis
supaya lebih tertarik kami ini pak” (Wawancara, 11 Maret 2015)

Dari hasil penelitian ini dilapangan, bisa dilihat bahwa sikap petugas
sangat berkaitan dengan informasi mengenat Perwal tersebut. Jadi masyarakat
sendiri menyimpulkan bahwa informasi mengenal penganekaragaman pangan
sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Informasi yang didapat baik dan
media massa atau media komunikasi lainnya, berita-berita faktual yang
seharusnya disampaikan objektif biasanya akan dimasukt unsur subjektivitas yang
sangat berpengaruh pada sikap masyarakat maka akan terbentuklah sikap tertentu

dari masyarakat. Sikap petugas yang secara responsif membantu pelaksanaan
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kegiatan tersebut membuat masyarakat mempunyai sikap positif terhadap isi
kebijakan yang harus dicapai.

Analisis sikap petugas (implementor) berakaitan atau berhubungan dengan
1si Perwal No 21 tahun 2010. Salah satu dari analisis sikap petugas adalah sikap
petugas (implementor) yang positif ataupun sikap yang menyetujui diterbitkannya
Perwal No 21 tahun 2010. Kebijakan-kebijakan yang membutuhkan usaha-usaha
implementasi yang sangat didesentralisasikan berarti melibatkan banyak orang.
Untuk memahami bagaimana melaksanakan suatu kebijakan  yang
didesentralisasikan, setiap orang harus menerima dan. memahami perintah-
perintah kebijakan.

Untuk mencapai keberhasilan akan tercapainya tujuan kebijakan yang
benar-benar bersikap positif terhadap Perwal sangat dipengaruhi oleh persepsi
seorang petugas. Namun saluran-saluran transmisi seringkali masih belum baik
terutama untuk orang-orang yang berada pada level atau tingkat pemerintahan
yang lebih rendah. Semakin banyaknya organisasi yang dilalui oleh komunikasi,
maka semakin banyak pula orang-orang yang harus memahami kebijakan
tersebut. Jarak yang jauh juga antara pelaksana dengan perumus kebyjakan akan
mendorong terjadinya kesalahpahaman isi kebijakan. Kesalah pahaman in1 dapat
terjadi baik secara kebetulan atau karena persepsi selektif yang dilakukan oleh
pelaksana kebijakan.

Faktor lain yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi
kebijakan penganckaragaman konsumsi pangan adalah perlunya dukungan dari
lembaga pendidikan dengan dimasukannya dalam kurikulum sekolah tentang

pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan. Perlunya informasi im kepada
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masyarakat sejak dini, selain disosialisasikan kepada ibu-ibu rumah tangga juga
kepada anak-anak sekolah tentang betapa pentingnya penganekaragaman
konsumsi pangan yang baik sesuai dengan kebutuhan gizi keluarga. Pangan yang
tidak menychatkan dengan sendirinya tidak akan laku dipasaran sehingga
harapannya masyarakat terpacu untuk merubah pola konsumsi yang sechat.

Sebagaimana disampaikan Kepala Kantor Ketahanan Pangan dalam wawancara :

“Faktor pendukung keberhasilan implementasi menurut saya pentingnya
pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan untuk dimasukan
ke dalam  kurikulum sekolah  sehingga seimbang = pelaksanaan
implementasinya selain sasaran ibu-ibu nya juga anak-anaknya disekolah”

Sumber informasi yang didapat masyarakat, dijelaskan sebagai sarana
komunikasi dan mempunyai pengaruh besar .dalam pembentukan opini dan
kepercayaan orang atau masyarakat. Informasi baru mengenai sesuatu hal
memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut.
Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut, apabila cukup kuat
akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah
sikap tertentu.

Apabila  terdapat persepsi masyarakat tidak baik terhadap isi dari
kebijakan, maka akan menimbulkan perbedaan sikap maupun penilaian yang
kurang baik terhadap implementasi kebijakan tersebut. Sehingga kajian sikap
petugas di Kota Lubuklinggau terhadap Perwal nomor 21 tahun 2010 tentang
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan perlu dilakukan. Tetapi, hasil
dari kajian tcrhadap persepsi dapat menunjukan adanya pola sosial antara
masyarakat (dasawisma) dengan pemerintah Kota Lubuklinggau. Kajian persepsi

ini lebih difokuskan pada sikap petugas dalam merespon kebijakan, dan
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bagaimana masyarakat mendapatkan informasi serta bantuan secara teknis dalam
menerima program-program dari pemerintah tentang penganekaragaman pangan.
Selain itu, penulis juga menanyakan tentang pemberian beras untuk rakyat

miskin kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan, berikut petikan wawancaranya :
“Ya, saya mengetahui tentang distribusi beras raskin oleh perum BULOG.
Hal ini telah di konfirmasikan kepada kami dari dinas Sosial melalui bagian
ekonomi di Pemerintah Kota Lubuklinggau. Namun kami tidak bisa
menyangkal karena ini program dari pemerintah pusat” (Wawancara, 12
Maret 2015)

Hal ini dikonfirmasi penulis kepada staf bagian Ekonomi di Sekretriat Daerah

kota Lubuklinggau, berikut ini informasi yang didapat :
“Pemerintah pusat melalui kami, telah menerima, data masyarakat miskin
yang ada di kota Lubuklinggau. Sehingga berdasarkan kebijakan pemerintah
melalui Kementrian Sosial maka penyaluran beras untuk masyarakat tidak
mampu di Kota Lubuklinggau telah dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan

sekali dengan memberikan jatah beras secbanyak 15 kg per kepala keluarga”
(Wawancara, tanggal 13 Maret 2015)

Berdasarkan informasi dari bagian Ekonomi tersebut didapatkan informasi bahwa
penerima beras untuk rakyat miskin yang dilaksanakan oleh BULOG dengan
Kementrian Sosial sebagai leading sector kebijakan, hal ini memperkuat bahwa
pemerintah Kota Lubuklinggau khususnya Pemerintah Pusat belum adanya
koordinasi program dan kegiatan dalam membuat kebijakan sehingga isi dan
tujuan kebijakan saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka kesesuaian persepsi para
pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai konsepsi dan aplikasi kebijakan
yang telah digariskan menjadi salah satu poin penting. Upaya percepatan
diversifikasi konsumsi pangan menuju tahun 2015 memerlukan dukungan dan

fasilitasi pejabat sebagai pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat, provinsi,
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kabupaten/Kota hingga tingkat desa. Dengan adanya perubahan  sistem
ketatanegaraan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah
daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbagai program, termasuk
uiversifikasi konsumsi pangan, maka menjadi sangat penting untuk mengetahu
beragam persepsi yang dimiliki pejabat daerah dalam merespon kebijakan tersebut
dan menggali pendapat para pejabat dan pakar mengenai strategi pencapaiannya.
Dari informan yang telah mengetahui Perwal No 21 tahun 2010 tentang
Percepatan Penganckaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal
menujukan sikap positif. Dari gambaran tersebut tidak dijumpai informan yang
tidak setuju. Hal tersebut karena menurut informan dengan-adanya Perwal tersebut
dapat menjadi pedoman atau acuan bagi masyarakat (dasawisma) untuk dapat
memperbaiki pola makan dan pola konsumsi yang baik serta berkualitas. Seperti
yang disampaikan oleh Penyuluh~pendamping kelurahan Eka Marga pada

wawancara dengan peneliti pada tanggal 12 Maret 2015 :

“Peraturan tersebut sangat perlu karena kita bisa tau standar dan ketentuan
pola makan yang sehat itu bagaimana, jangan sampal nantinya penyakit akan
mengintai kita dikemudian hari”

Senada dengan pendapat Penyuluh Pendamping kelurahan Petanang juga
mengatakan «

“Bahwa Perwal itu sudah baik karena mencakup aspek meningkatkan gizi
keluarga di masyarakat”

Sedangkan penyuluh pendamping kelurahan Kayu Ara di Kota Lubuklinggau

berpendapat sebagai berikut :

“Sebenarnya implementasi Perwal No. 21 tahun 2010 sudah beralan akan
tetapi menjadi permasalahannya kurang melekat di masyarakat / ibu-ibu
dasawisma sendiri, harus di dorong terus biar tau akan pentingnya pola
konsumsi yang tertuang didalam perwal jadi bukan dari kesadaran din
mereka sendirt”
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Sikap dari masyarakat yang timbul merupakan hasil dari pandangan
mereka terhadap implementasi Perwal No 21/2010, pandangan-pandangan inilah
yang nantinya akan menimbulkan sikap masyarakat yang berbeda-beda dari para
informasi yaug didapatkan dari petugas pendamping. Dari hasil wawancara
dengan informan tergambar sikap masyarakat di Kota Lubuklinggau dalam
memenuhi ketentuan yang diatur dalam kebijakan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan masih belum sesuai dengan harapan/optimal.

Sikap dari petugas sebagai penyambung dari isi kebijakan, mempunyai
peranan penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.”Hal in1 senada
seperti yang diungkapkan oleh Kepala KantorKetahanan Pangan Kota
Lubuklinggau :

“ly selama ini, kami telah _menggunakan tenaga penyuluh untuk
merealisasikan isi dari Perwal No. 21/2010, yang kami berikan insentif
walaupun tidak besar. Dan_yang-berprestasi atau binaan maju kami ikut.
sertakan dalam kegiatan-kegiatan di luar yang mengapresiasi Kkinerja
penyuluh”

Insentif meskipun .tidak sebanding dengan tenaga dan pikiran yang
dikeluarkan oleh para petugas penyuluh dengan harapan dapat menstimulan
petugas untuk dapat berkarya di masyarakat. Sikap masyarakat (dasawisma) di
Kota Lubuklinggau pada dasarnya memberikan respon yang sangat positif
terhadap isi dan Perwal no 21 tahun 2010 tentang penganekaragaman konsumsi
pangan, karena mereka beranggapan akan adanya manfaat yang bakal mereka
terima dari kebijakan tersebut, selain itu masyarakat mempunyal pedoman
bagaimana mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Akan

tetapi yang akan menjadi permasalahan adalah meskipun masyarakat di Kota

Lubuklinggau sudah mengetahui isi dari Perwal No 21 tahun 2010 tetapi
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masyarakat masih tidak melaksanakannya dikarenakan adanya budaya “belum
makan kalau belum makan nasi”. Meskipun dalam kenyataannya di lapangan, ada
beberapa masyarakat (dasawisma) yang telah melaksanakan Perwal tersebut
meskipun dalam melaksanakannya harus terus diberi dorongan, jadi bukan karena
kesadaran mereka sendiri mengenai pentingnya Perwal No 21 tahun 2010 tentang
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal.
Sikap terbentuk dari adanya suatu afektif yaitu respon yang dilihat dari
pernyataan lisan dari masing-masing orang atau kelompok. Kognisi atau kognitif
pernyataan lisan tentang keyakinan dan perilaku yang tampak dari orang atau
kelompok. Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman- pelaksanan terhadap
kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangatlah penting bagi aparat
pelaksana lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda
dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan
berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dan pelaksana kebijakan
yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-
harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan
suatu program tidak efektif. Kita bisa lihat dari sikap dan masyarakat (dasawisma)
yang ada di Kota Lubuklinggau yang sudah terbentuk dan menimbulkan respon
positif terhadap Perwal Nomor 21 tahun 2010 tentang penganekaragaman
konsumsi pangan. Dibawah ini tabel 4.12 penyajian temuan peneliti dalam

variabel sikap dijelaskan sebagai berikut :
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Tabel 4.12 Temuan dari Faktor Disposisi — Sikap Petugas

Temuan dari Faktor Disposisi / Sikap

No. Ket.
Pentingnya Bentuk Sebab-Akibat
1. Penganekaragaman  Pengawasan dan Insentif dan penghargaan
konsumsi pangan dorongan dari untuk aparat /
dengan capaian PPH  penyuluh implementor memberikan
95% stimulan kepada mereka
untuk terus berkarya
mewujudkan tujuan dan
kebijakan P2KP
2. Dimasukan Pengetahuan sejak dini
kedalam dengan memasukan
kurikulum didalam pelajaran
sekolah tentang  sekolah, dapat membantu
pentingnya mempercepat capalan
P2KP PPH 95%, tapi hal ini
masth belum sepenuhnya
dilakukan pihak
pelaksana
3. Tanggapan positif Berperan aktif ~ Karena mengetahui
masyarakat dari dalam kegiatan  manfaat yang akan
manfaat kebijakan yang dirasakan dari pola
disampaikan konsumsi yang baik
petugas kepada  dengan berpegang pada
masyarakat pola konsumsi B2SA,
penyampaian informasi
menjadi lebih mudah
4. Pemikiran positif Belum adanya  Sosialisasi dan promosi
masyarakat terhadap  sosialisasi dan  yang baik dapat
penganekaragaman  promosi berupa  mengubah pola pikir di
konsumsi pangan iklan di tv dan masyarakat. Hal in1
media surat belum dilakukan oleh
kabar pemegang kebijakan
karena terkendala
anggaran
5. Penganekaraman Budaya Karena pola pikir yang
Konsumsi Pangan masyarakat telah membudaya tentang
“belum makan, pola makan nasi,
kalau belum sehingga petugas dalam
~ makan nasi” pelaksanaan kebijakan
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mengalami kesulitan
karena merubah pola
pikir merupakan hal yang
mendasar yang sulit
untuk dihadapi

6. Respon petugas Respon positif ~ Karena petugas sudah
dalam pelaksaan sangat baik melayani /
kebijakan merespon setiap

kepentingan masyarakat
sehingga
anggapan/persepsi
masyarakat pun menjadi
lebih baik terhadap tujuan
kebijakan meskipun
merubah budaya
masyarakat.bukan

perkara mudah
7. Kebijakan yang Kebijakan Kesumpangsiuran
bersinergi pemberian kebijakan pemerintah
Raskin menandakan pemerintah

tidak serius
melaksanakan kebijakan,
sehingga tujuan sulit
untuk tercapai

Sumber : Hasil Analisis Data

4) Struktur Birokrasi Pelaksanaan Kebijakan Perwal No 21 Tahun 2010
tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis
Sumber Daya Lokal

Struktur birokrast menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu
kebijakan misalnya adanya Standard Operating Procedures (SOP) yang jelas dan
pembagian tugas yang jelas. Hal ini telah ditanyakan peneliti kepada Kasi
penganekaragaman Pangan di Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau pada

wawancara tanggal 11 Maret 2015 :

“Pedumnya ada, tapi saya tidak pernah dibaca, ini kami hanya menjalankan
kegiatan berdasarkan hasil-hasil rapat dan koordinasi dari BKP provinst
Sumsel™.
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Hal senada tersebut ditanyakan langsung dengan Kepala Kantor Ketahanan
Pangan :
“Seharusnya setiap kegiatan dalam implementasi suatu kebijakan memang,

seharusnya ada SOP dan Pedum kegiatan, tapi saya kan baru dis'ni sehingga
belum paham betul dengan ini mas Umar”

Kemudian hal ini juga ditanyakan kepada informan lain yaitu penyuluh

pendamping kelurahan Petanang, di bawah ini petikan wawancaranya :

“ Selama 1t kami menjalankan tugas berdasarkan SK yang telah ditetapkan
oleh Kantor Ketahanan Pangan dan tugasnya mendampingimasyarakat dalam
menjalankan kebijakan P2KP, masalah SOP atau standar pekerjaan yang
harus kami lakukan itu belum ada pak. Kami hanya menjalankan berdasarkan
sepengetahuan kami saja “

Pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ini didukung
oleh efektifitas struktur organisasi yang baik. Pimpinan dan semua staf terlibat
dan mempunyai andil yang proporsional. Pembagian kerja yang baitk mampu
menyelesatkan tanggungjawabnya sesuai yang dijadwalkan. Keterlibatan semua
komponen ini juga merupakan syarat keberhasilan implementasi kebijakan
pemerintah tentang P2KP. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang

Pertanian Bappeda Kota Lubuklinggau :

“"Menurut saya memang mestinya keterlibatan kepala kantor, kasi dan staf
sangatlah berperan. Yang paling penting adalah, mereka yang paling tahu
kondisi di daerah.” (Wawancara tanggal 12 Maret 2015)

Koordinasi internal yaitu dalam struktur kegiatan sudah berjalan baik. Hal ini

ditegaskan olch Kasi Penganekaragaman Pangan :

“Koordinasi ke dalam atau antar pelaksana kebijakan di Kota Lubuklinggau
berjalan baik. Bapak Kepala Kantor, juga sering memberikan arahan yang
bermanfaat bagi pelaksaanan P2KP. 7 (Wawancara tanggal 12 Maret 2015)
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Begitu juga dengan koordinasi eksternal Kantor Ketahanan Pangan dengan
Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Sumatera Selatan. Kesatuan perintah
berjalan sesuali yang diharapkan dengan mengacu pada struktur organisasi
pelaksana kebyjakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di
tingkat Kota.

Fenomena yang sering menjadi sorotan dalam suatu pelaksanaan
kebijakan adalah struktur birokrasi. Dimana struktur birokrasi memberikan
sumbangsth yang lebih terhadap pelaksanaan kegiatan pengimplementasikan
kebijakan. Hal ini tergambar dalam sebuah fenomena yang diamati oleh penulis

yaitu :

a) Stundur Operating Prosedures (SOP) dalam melaksanakan kegiatan meskipun
secara tertulis SOP itu telah ditetapkan oleh Kementrian Pertanian dalam
sebuah Pedoman Umum dan hanya rasa ketidakseriusan pelaksana sehingga
tidak mengetahui SOP yang.telah ditetapkan, sehingga dalam melaksanakan

kegiatan kebijakan masih mengalami kesulitan dalam hal informasi dan tugas.

b) Belum adanya pembagian kerja yang jelas, sebagai akibat ketidakpedulian
petugas. terhadap pedoman umum yang scharusnya dijadikan pedoman

kegiatan pengeimplementasi kebijakan.

c) Namun koordinasi antar petugas sudah cukup baik, mulai dari petugas sampai
ke aparat pemerintah di Kantor Ketahanan Pangan meskipun terkadang
permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan ini belum bisa

teratasi secara maksimal.
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Struktur birokrasi organisasi yang mengimplementasi kebijakan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek
struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang
standar (standard operating procedures atau SOP) yang menjadi pedoman bagi
implementor di dalam bertindak. SOP yang digunakan dalam pelaksanaan
kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Kota
Lubuklinggau mengacu pada buku pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan pusat. Dalam pelaksanaan P2KP di
Kota Lubuklinggau dibentuk struktur organisasi pelaksana dengan mengacu pada
buku pedoman yang ada.

Edwards menjelaskan salah satu aspek-aspek struktural paling mendasar
dan suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (Standart
Operating Procedures: SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat
memanfaatkan waktu yang -tersedia. Selain itu SOP juga menyeragamkan
tindakan-tindakan dari pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas
(Budi Winamo, 2002: 151). Dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi
organisasi yang mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signtfikan
terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari
setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating
procedures atau (SOP) yang menjadi pedoman bagi implementor di dalam
bertindak.

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan meliputi efektifitas struktur organisasi, pembagian kerja,

koordinasi, dan standar keberhasilan. SOP yang digunakan mengacu pada buku
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pedoman yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian bidang Ketahanan Pangan.

Efektifitas struktur organisasi pelaksana P2KP di Kota Lubuklinggau termasuk

baik. Struktur organisasi yang sederhana menyebabkan aktivitas implementasi

menjadi fleksibel. Efektifitas ini ditandai dengan adanya hubungan hierarkhi dan

pembagian tanggung jawab yang tegas di antara personel. Dibawah ini

ditampilkan dalam sebuah Tabel 4.13, temuan peneliti di lapangan mengenai

struktur birokrasi :

Tabel 4.13 Temuan dan Faktor Struktur Birokrasi

Temuan dan Faktor Struktur Birokrasi

No. Ket.
Pentingnya Bentuk Sebab-Akibat
1. Pembagian tugas Standart Belum ada SOP yang
untuk mempercepat ~ Operuting jelas yang dikarenakan
capaian kebijakan Procedure ketidakpedulian petugas,
P2KP dengan Pola dalam sehingga capaian kinerja
Pangan Harapan pelaksanaan program kebijakan masth
95% kebijakan P2KP  berdasarkan pengetahuan
yang ada pada masing-
masing petugas
2. SK petugas Pembagian Pembagian kerja yang
pendamping kerja yang jelas  hanya berdasarkan SK
tanpa mengetahui tugas
pokok dan fungst yang
jelas, sehingga
pelaksanaan kegiatan
program kebijakan hanya
sebatas menjalankan
kewajiban
3. Koordinasi Komunikasi Meskipun belum
implementor internal dan memahami Pedum dan
kebijakan eksternal SOP kebijakan,
petugas koordinasi implementor
baik eksternal maupun
internal berjalan baik
Sumber : Hasil Analisis Data
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Faktor disposisi atau sikap serta faktor struktur birokrasi menjadi faktor
utama dalam pelaksanaan kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan (P2KP) berbasis Sumber Daya Lokal di Kota Lubuklinggau. Hal ini
ditandai dengan ketidakseriusan pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan,
mulai dari kesimpangsiuran kebijakan beras untuk rakyatumiskin (Raskin) sampai
ketidakseriusan pemerintah dengan gonta-ganti© petugas implementor dan
minimnya penganggaran dana kegiatan yang menurut penulis sangat penting
dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat teor

yang dikemukakan oleh Edward II1.

B. Saran

Berdasarkan-hasil pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan yang ada,
maka untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam proses implementasi
kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya
lokal di Kota Lubuklinggau, dengan ini penulis menyarankan strategi yaitu :

1. Perlu adanya peran aktif dari Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan
menggiatkan sosialisasi melalui kampanye sadar penganekaragaman konsumsi
pangan secara serentak vang didukung WaliKota Lubuklinggau dengan
mencanangkan “one day no rice” (sehari tanpa makan nasi beras) serta

membiasakan acara-acara yang dilaksanakan oleh pemerintah menggunakan
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makanan lokal seperti makanan yang terbuat dari jagung, ubi-ubian, kacang-
kacangan dan buah lokal.
2. Penelitian lanjutan

Penelitian ini masih cenderung didasarkan hasil wawancara dan observasi
lapangan yang terbatas antara rentang waktu, sehingga hal ini mengandung
banyak kekurangan dan kelemahan seperti banyaknya persoalan dilematis
yang belum ditemukan solusinya. Untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang
berminat pada bidang kajian yang sama, disarankan untuk melihat
implementasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan secara lebih
komprehensif dan teliti, seperti melibatkan. diri ‘secara langsung dalam

pembinaan implementasi kebijakan ini.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama Responden
7. Usta

2. Pekerjaan

3. Pendidikan

B. Pedoman Wawancara untuk Dasawisma (Masyarakat)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KOTA LUBUKEINGGAU

KOMUNIKASI

I. Apakah Ibu mengetahui informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan
Perwal No 21 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganckaragaman Konsumsi Pangan
berbasis Sumber Daya [.okal?

2. Apabila tahu darimanakah Ibu mendengar mengenai informasi tersebut?

3. Informasi seperti apakah yang lbu.-terima tentang Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal ?

4. Apakah pemerintah atau _dinas terkait melakukan sosialisasi mengenai
penganekaragaman konsumsi-pangan terhadap para ibu-ibu dasawisma?

5. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pemenintah terhadap isi dart Perwal No 21
tahun 2010 tentang Percepatan Penganckaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber
Daya Lokal?

6. Apabila ada, siapa’yang melakukan sosialisasi?

7. Berapa kali Ibu mendapatkan sosialisasi?

8 Dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan tersebut petugas konsisten dalam
menyampaikannya?

. Apakah ibu mengetahui maksud dan tujuan diberlakukannya Perwal tersebut?

10. Menurut lbu berapa frekuensi petugas dalam memberikan informasi tentang
penganckaragaman konsumsi pangan?

SUMBER DAYA

11. Menurut lbu, bagaimana kemampuan petugas dalam membernikan penyuluhan atau
pengarahan dalam implementasi Perwal No 21 Tahun 20107

12. Bagaimana kemampuan petugas dalam melakukan komunikast dengan para ibu-tbu
dasawisma dalam implementasi Perwal No 21 Tahun 20107

13. Apakah petugas yang datang untuk berkomuntkasi dengan Ibu cukup cakap dalam
memberikan penyuluhan?

14. Bagaimana saran [bu untuk petugas agar kebijakan penganeckaragaman konsumst
pangan dapat diterapkan?
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SIKAP

15. Apakah Ibu memahami isi dari Perwal No 21 Tahun 2010 mengenai Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal?

16. Bagaimana sikap para petugas dalam memberikan sosialisasi tentang Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal?

17. Bagaimanakah sikap Ibu schubungan dengan Perwal No 21 Tahun 2010?

18. Apabila tidak setuju atas kebijakan tersebut, apa alasannya?

19. Bagaimanakah persepsi (menurut) Ibu tentang Perwal No 21 Tahun 2010?

20. Kendala apa saja yang dihadapi oleh [bu dalam mengimplementasikan Perwal No 21
tahun 20107

21. Menurut Ibu, solusi apa yang terbaik untuk mengatasi kendala tersebut?

STRUKTUR BIROKRASI
22. Apakah Ibu diberikan pedoman pelaksanaan program kebijakan Perwal No 21 tahun
20107

23. Apakah petugas yang datang memberikan informasi tentang tata cara pelaksanaan
kegiatan?
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama Responden
2. Usia

2. Pekerjaan

3. Pendidikan

B. Pedoman Wawancara untuk Petugas

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KOTA LUBUKLINGGAU

1. Apakah masyarakat (daswisma) di kota Lubuklinggau mengetahui bahwa ada aturan
mengenai penganekaragaman konsumsi pangan dimakan anggota keluarga dirumah?

2. Apakah masyarakat (dasawisma) di kota Lubuklinggau mengetahui tentang Perwal No
21 tahun 20107

3. Bagaimanakah pendapat masyarakat (dasawisma) di-kota Lubuklinggau tentang Perwal
No 21 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganckaragaman Konsumsi Pangan berbasis
Sumber Daya Lokal?

4. Menurut Bapak/Ibu apakah penganckaragaman konsumsi pangan itu perlu?

5. Menurut Bapak/Ibu apakah alasan yang mendasarinya?

6. Apakah Bapak/lbu mengetahui. Pola’Konsumsi dan jenis pangan yang baik untuk
dikonsumsi keluarga?

7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui manfaat dari mengkonsumsi makanan yang beragam,
bergizi, seimbang dan aman seperti yang dicanangkan oleh pemerintah?

8. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah implementasi Perwal No 21 Tahun 20107

9. Menurut Bapak/Ibuapakah kelemahan dan kebijakan ini?

10. Bagaimana menurut Bapak/Ibu solusi yang harus ditempuh?

11. Instansi / dinas mana saja yang mempunyai wewenang untuk melakukan isi dari
kebijakan tersebut?

KOMUNIKASI

12. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan Pemerintah terhadap Perwal No 21 tahun 2010
tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya
Lokal?

13. Apabila ada, siapakah yang melakukan sosialisasi?

14. Berapa kali dalam setahun Bapak/Ibu mendapatkan sosialisasi?

15. Dalam menyampaikan informasi kebijakan, apakah petugas konsisten dalam
menyampatkannya?

16. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dengan jelas tentang isi dart Perwal No 21 Tahun
2010?Jika tahu, jelaskan!

17. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan dart diberlakukan Perwal tersebut?
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18. Menurut  Bapak/lbu berapa kali petugas memberikan informasi tentang
penganekaragaman pangan di lapangan?

SUMBER DAYA

19. Apakah Bapak/Ibu memahami isi dari Perwal No 21 tahun 20107

20. Bagaimanakah cara Bapak/Ibu melakukan komunikasi dengan para anggota dasawisma
terkait dengan implementasi Perwal Nu 21 tahun 20107

21. Apakah kemampuan petugas dalam memahami dan menyampaikan implementasi
kebijakan melalui kegiatan sosialisasi sudah dirasa cukup?

22. Apakah ada penghargaan bagi masyarakat yang melakukan pola konsumsi dengan
melakukan penganekaragaman pangan?

23. Apakah ada saran dari Bapak/Ibu tentang Perwal No 21 tahun 20107

SIKAP

24 Apakah Bapak/lbu memahami isi Perwal No 21 Tahun 2010 mengenai
penganekaragaman konsumsi pangan?

25. Menurut Bapak/Ibu hal apa yang dapat mempercepat tercapainya target dari Perwal No
21 Tahun 20107

26. Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu sebagai aparat/petugas implementasi kebtjakan di kota
Lubuklinggau terhadap Perwal 21 tahun 20107

27. Bagaimanakah persepsi Bapak/Ibu terhadap is1 Perwal No 21 Tahun 20107

28. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Bapak/Ibu dalam mengimplementasikan Perwal
No 21 tahun 2010?

29. Menurut Bapak/Ibu bagaimana solusi.untuk-mengatasi kendala tersebut?

STRUKTUR BIROKRASI

30.

31.

32.

Apakah dalam pelaksanaan program kebijakan P2KP 1ni telah berpedoman dengan
aturan yang ada?

Apa yang telah menjadi.pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini?

Menurut Saudara; bagaimana kemampuan petugas/aparat yang menangani program
kebijakan P2KPuni?
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Gambar 2. Wawancara dengan Stal Penganckaragaman Pangan
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Gambar 3. Wawancara dengan petugas pendamping

Gambar 4. Wawancara dengan Petugas Pendamping
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Gambar 6 Wawancara dengan angeota dasawisma
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Gambar 7.‘Anggota Dasawisma dan Lurah Eka Marga lagi panen jagung
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Gambar 8. Halaman anggota dasawisma

Gambar 9 Tanaman Ubr di pekarangan
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